BAB Il
PENUTUP
A. Kesimpulan

Berdasarkan perumusan masalah dan pembahasan yang dilakukan dapat
ditarik kesimpulan bahwa penggunaan tanah pertanian untuk pembangunan
gudang sebagian telah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo
Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Sukoharjo Tahun 2011-2031 jis Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2011
tentang Izin Pemanfaatan Ruang dan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 10
Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 73
Tahun 2011 tentang Prosedur, Tata Cara, dan Persyaratan Penerbitan lzin
Mendirikan Bangunan. Hal ini disebabkan karena lima (50%) orang responden
pemilik tanah dan bangunan gudang dan dua (100%) orang responden penyedia
gudang telah memiliki Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah, Izin Perubahan
Penggunaan Tanah, dan Izin Mendirikan Bangunan.

Adapun sebagian penggunaan tanah pertanian untuk pembangunan
gudang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14
Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo
Tahun 2011-2031 jis Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2011 tentang lzin
Pemanfaatan Ruang dan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2014
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 73 Tahun 2011
tentang Prosedur, Tata Cara, dan Persyaratan Penerbitan lIzin Mendirikan

Bangunan. Hal ini disebabkan karena lima (50%) orang responden pemilik
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tanah dan bangunan gudang memiliki Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah,

Izin Perubahan Penggunaan tanah, dan membangun gudang sebelum Izin

Mendirikan Bangunan diterbitkan. Alasan responden pemilik tanah dan

bangunan gudang membangun gudang sebelum Izin Mendirikan Bangunan

diterbitkan adalah proses penerbitan izin mendirikan bangunan membutuhkan
waktu yang lama sedangkan responden pemilik tanah dan bangunan gudang
menghendaki gudang tersebut dapat cepat digunakan untuk kegiatan usaha.

. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, maka
saran-saran yang dapat diajukan penulis sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Sukoharjo hendaknya mengurangi perubahan
penggunaan tanah pertanian menjadi tanah non pertanian dengan
mengevaluasi kembali Peraturan Daerah yang terkait dengan perubahan
penggunaan tanah pertanian menjadi tanah non pertanian. Perlu adanya
ketentuan yang jelas mengenai biaya untuk mengurus Izin Perubahan
Penggunaan Tanah agar tidak terjadi penyimpangan peraturan perundang-
undangan.

2. Pemerintah Desa Wirogunan, Pemerintah Desa Ngabeyan, dan Pemerintah
Desa Gedangan diharapkan mengurangi perubahan penggunaan tanah
pertanian dengan melihat kualitas tanah, lingkungan, keterbatasan tanah,
dan peruntukannya agar dapat menghindari perubahan penggunaan tanah

pertanian produktif.
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3. Pemilik tanah dan bangunan gudang dan penyedia gudang diharapkan
sedapat mungkin mengurangi terjadinya perubahan penggunaan tanah
pertanian yang masih produktif. Selain itu, diharapkan mengikuti syarat dan
prosedur 1zin Mendirikan Bangunan sesuai yang ditetapkan oleh pemerintah

sebelum membangun gudang.
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